
FORMAT B04 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.
Dokumen Perencanaan Kebijakan/

Program/Kegiatan

Ringkasan (Garis Besar) Rencana Kebijakan/ Program/ Kegiatan
Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala

Keluarga dalam Berwirausaha

Target Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang
Mendapat Kebijakan/Program/Kegiatan

1 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan (PPEP)

(Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)

Merupakan kegiatan yang diberikan kepada kelompok perempuan
rentan yang bertujuan untuk mencetak perempuan yang
berwirausaha serta mandiri secara ekonomi. Kriteria perempuan
yang menjadi peserta pelatihan PPEP yaitu:
1. Peserta pelatihan PPEP sejumlah 20 orang perempuan pada
masing-
masing desa di 5 kabupaten/kota, sehingga total peserta secara
keseluruhan sejumlah 100 perempuan.;
2. 8 orang lainnya terdiri dari:
- Perempuan kepala keluarga
- Perempuan penyandang disabilitas
- Perempuan/IRT IDHA
- Perempuan korban kekerasan
- Perempuan miskin produktif
- Perempuan buruh migran purna
- Perempuan penggerak kelompok
- Perempuan generasi milenial

Pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahapan:
1. Workshop Need Assessment dan Sumberdaya Lokal;
2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif;
3. Pelatihan Packaging, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran;
4. Studi Kelayakan Usaha - Bussiness Plan dan Fasilitasi IUMK;
5. Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal.

100 Perempuan

2 Fasilitasi Peningkatan Akses Pembiayaan melalui
Literasi Keuangan

(Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Tengah)

Tujuan kegiatan adalah 1) meningkatkan literasi pelaku UMKM
mengenai pengelolaan keuangan usahanya;
3) meningkatnya pemahaman mengenai program pembiayaan baik
dari perbankan maupun non bank.
Indikator Kinerja:
- Meningkatnya Kemampuan dalam pengelolaan keuangan,
pemilihan sumber
pendanaan dan pemilihan tempat mengalokasikan dana untuk
investasi
Target Kinerja:
- Meningkatnya persentase perempuan sebagai penggerak
ekonomi dalam
memahami maslaah keuangan sejumlah 49,3% (indicator
komposit IDG Jawa
Tengah, RPJMD Jawa Tengah 2018-2023)

25 Perempuan





FORMAT B04 AKSI 2 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No. Kabupaten/Kota

Telah mendapatkan sosialisasi terkait urgensi
kebijakan afirmatif bantuan hukum bagi anak,

perempuan, disabilitas, dan kelompok
masyarakat adat
(diisi centang)

Ket.

Sudah Belum

1 Kabupaten Banjarnegara ✔ 35 Kab/Kota telah mendapatkan
sosialisasi terkait bantuan hukum bagi
kelompok rentan sebagaimana
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Bantuan hukum bagi kelompok rentan
tersebut telah diafirmasi sebagaimana
dalam Pasal 5 Perda Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum
sebagai berikut:

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh
Pemerintah Daerah bagi Penerima
Bantuan Hukum melalui Pemberi
Bantuan Hukum.
(2) Penerima Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Masyarakat Miskin meliputi setiap
orang atau kelompok orang miskin yang
tidak dapat memenuhi hak dasar secara
layak dan mandiri; dan

2 Kabupaten Banyumas ✔

3 Kabupaten Batang ✔

4 Kabupaten Blora ✔

5 Kabupaten Boyolali ✔

6 Kabupaten Brebes ✔

7 Kabupaten Cilacap ✔

8 Kabupaten Demak ✔

9 Kabupaten Grobogan ✔

10 Kabupaten Jepara ✔

11 Kabupaten Karanganyar ✔

12 Kabupaten Kebumen ✔

13 Kabupaten Kendal ✔

14 Kabupaten Klaten ✔

15 Kabupaten Kudus ✔

16 Kabupaten Magelang ✔

17 Kabupaten Pati ✔

18 Kabupaten Pekalongan ✔

19 Kabupaten Pemalang ✔

20 Kabupaten Purbalingga ✔







Jawa Tengah

No.

OPD

Penanggung 

Jawab 

Peserta (OPD dan/atau lembaga 

lainnya yang terkait) 

1 Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah

Dinkes Provinsi Jawa Tengah Seksi 

P2PM

No. Kelompok Anak
Situasi Kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan Rencana Program Layanan Khusus 

Kesehatan 
Keterangan 

1 Tinggal di daerah 3T 

dan/kantong 

kemiskinan 

Di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah semua puskesmas melayani pemeriksaan kesehatan 

secara umum bagi masyarakat yang terjangkau termasuk berbagai pemeriksaan kesehatan 

untuk anak. Situasi kesehatan yang perlu penanganan khusus diantaranya yang terkait 

dengan penanganan HIV, Sifilis dan Hepatitis B. Ibu dan anak HIV/AIDS dapat langsung 

akses ke puskesmas untuk mendapat ARV dari puskesmas, dan obat tersebut gratis.

Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan 

Hepatitis B

2 Kelompok Masyarakat 

Adat

(KMA) 

Semua kelompok masyarakat dapat 

mengakses layanan kesehatan di unit 

layanan kesehatan (puskesmas, Rumah 

Sakit), termasuk apabila ada kelompok 

masyarakat adat (KMA), sejauh ini 

siapapun dapat mengakses layanan 

kesehatan di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL PEMETAAN

Provinsi : 

FORMAT B04 AKSI 4 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

PELAKSANAAN PEMETAAN

Waktu Pelaksanaan Rapat Pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T 

dan/kantong kemiskinan;(2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA);(3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) 

16 Januari 2023



Situasi kesehatan anak dengan penyakit tertentu HIV/AIDS sudah bisa terpetakan sejak 

skrinning ibu hamil di Trisemester I (termasuk juga HIV). Pencegahan awal lebih baik 

dimulai dari ibu lalu ketika anak lahir akan di tes HIV (sebelum usia 18 bulan sudah dapat 

diperiksa). Kendala yang dialami diantaranya tingginya LFU (lost to follow up) ODHA yang 

menghentikan minum obat ARV (Antiretroviral) yang disebabkan karena berbagai faktor 

penyebab, antara lain : kejenuhan karena pengobatan seumur hidup,belum semua ibu 

hamil dites HlV, Sifilis, dan Hepatitis B untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak (Triple 

Eliminasi), belum lengkapnya Data Telusur bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan HIV 

AIDS untuk tindak lanjut pemberian pengobatan bila ditemukan bayi yang positif HlV. 

Pencegahan Tuberkulosis pada ODHA masih belum optimal.

Meskipun laporan situasi kesehatan dari tahun 2022 namun masih relevan untuk 

ditindaklanjuti di tahun 2023. Tindak lanjut di tahun 2023 tersebut diantaranya:

1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor;

2. Penemuan kasus baru dan pemberian segera obat ARV;

3. Penyelidikan Epidemiologi LFU (/osf to follow up) HIV dan Triple Eliminasi;

4. Monitoring dan Evaluasi program:

a. Validasi data telusur Triple Eliminasi HlV, Sifilis, dan Hepatitis Bdari lbu ke anak.

b. Monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan program untuk memantau pelaksanaan 

kegiatan program.

c. Pemantapan pencatatan dan pelaporan dengan SIHA (Sistem lnformasi HIVAIDS).

(data dukung Nota Dinas terlampir)

Tindak lanjut secara teknis : 

Untuk pencegahan HIV dari ibu ke anak kegiatan Validasi Data Triple Eliminasi HIV, Sifilis, 

dan Hepatitis B yang dilaksanakan di 5 kabupaten terpilih dengan kriteria jumlah sasaran 

ibu hamil lebih banyak. Untuk data

yang divalidasi adalah data telusur anak yang dilahirkan dari ibu hamil tahun 2018 -2022 

untuk diketahui status anak apakah positif atau negative HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Adapun kabupaten yang terpilih adalah : Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Banyumas, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Tegal.

Tanggal pelaksanaan mulai Bulan Mei 2023 dengan persetujuan dari kabupaten/kota 

diputuskan :

a. Kabupaten Demak : 10 Mei 2023

b. Kabupaten Brebes : 23 Mei 2023

c. Kabupaten Banyumas : 25 Mei 2023

d. Kabupaten Klaten : 7 Juni 2023

e. Kabupaten Tegal : 14 Juni 2023 

(data dukung notulensi rapat terlampir)

3 Anak dengan penyakit 

tertentu (HIV/AIDS 

Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan 

Hepatitis B



Aspek Penilaian:

an. Kepala Dinas Kesehatan 
       Provinsi Jawa Tengah

  Kepala Bidang P2P

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I

NIP.19680520 199203 2 005

1. Terlaksananya rapat pemetaan pemetaan situasi kesehatan anak-anak yang berasal dari kelompok: (1) Tinggal di daerah 3T dan/ kantong 

kemiskinan; (2) Kelompok Masyarakat Adat (KMA); (3) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS); 

2. Terdapat situasi pemetaan kesehatan dan rencana program layananan khusus kesehatan

Situasi kesehatan anak dengan penyakit tertentu HIV/AIDS sudah bisa terpetakan sejak 

skrinning ibu hamil di Trisemester I (termasuk juga HIV). Pencegahan awal lebih baik 

dimulai dari ibu lalu ketika anak lahir akan di tes HIV (sebelum usia 18 bulan sudah dapat 

diperiksa). Kendala yang dialami diantaranya tingginya LFU (lost to follow up) ODHA yang 

menghentikan minum obat ARV (Antiretroviral) yang disebabkan karena berbagai faktor 

penyebab, antara lain : kejenuhan karena pengobatan seumur hidup,belum semua ibu 

hamil dites HlV, Sifilis, dan Hepatitis B untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak (Triple 

Eliminasi), belum lengkapnya Data Telusur bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan HIV 

AIDS untuk tindak lanjut pemberian pengobatan bila ditemukan bayi yang positif HlV. 

Pencegahan Tuberkulosis pada ODHA masih belum optimal.

Meskipun laporan situasi kesehatan dari tahun 2022 namun masih relevan untuk 

ditindaklanjuti di tahun 2023. Tindak lanjut di tahun 2023 tersebut diantaranya:

1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor;

2. Penemuan kasus baru dan pemberian segera obat ARV;

3. Penyelidikan Epidemiologi LFU (/osf to follow up) HIV dan Triple Eliminasi;

4. Monitoring dan Evaluasi program:

a. Validasi data telusur Triple Eliminasi HlV, Sifilis, dan Hepatitis Bdari lbu ke anak.

b. Monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan program untuk memantau pelaksanaan 

kegiatan program.

c. Pemantapan pencatatan dan pelaporan dengan SIHA (Sistem lnformasi HIVAIDS).

(data dukung Nota Dinas terlampir)

Tindak lanjut secara teknis : 

Untuk pencegahan HIV dari ibu ke anak kegiatan Validasi Data Triple Eliminasi HIV, Sifilis, 

dan Hepatitis B yang dilaksanakan di 5 kabupaten terpilih dengan kriteria jumlah sasaran 

ibu hamil lebih banyak. Untuk data

yang divalidasi adalah data telusur anak yang dilahirkan dari ibu hamil tahun 2018 -2022 

untuk diketahui status anak apakah positif atau negative HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Adapun kabupaten yang terpilih adalah : Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Banyumas, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Tegal.

Tanggal pelaksanaan mulai Bulan Mei 2023 dengan persetujuan dari kabupaten/kota 

diputuskan :

a. Kabupaten Demak : 10 Mei 2023

b. Kabupaten Brebes : 23 Mei 2023

c. Kabupaten Banyumas : 25 Mei 2023

d. Kabupaten Klaten : 7 Juni 2023

e. Kabupaten Tegal : 14 Juni 2023 

(data dukung notulensi rapat terlampir)

3 Anak dengan penyakit 

tertentu (HIV/AIDS 

Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan 

Hepatitis B

Semarang, 29 Maret 2023



FORMAT B04 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Provinsi : Jawa Tengah

No.
OPD

Penanggung
Jawab

Waktu Pelaksanaan Rapat
persiapan sosialisasi

Indonesia Bebas Pekerja
Anak

Peserta
Ringkasan Hasil

Rapat

1 Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah

Selasa, 14 Maret 2023 1. Satuan Pengawasan
Ketenagakerjaan di wilayah eks-
bakorwil Banyumas
2. Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Banyumas
3. Dinas Sosial Kabupaten
Banyumas
4. Kanwil Kementerian Agama

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas
Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi akan melakukan penarikan
anak-anak yang harus bekerja untuk kembali ke dunia
pendidikan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten
Banyumas







No 
Nama atkhota 

1) 

1. Pemberian Alat Rantu Tahun 2022 

hota Semarang 

ab Searang 

Nab Mapelang 

ab Pat 

as Brehes 

Kab Ravumas 

Kab Cilacan 

Kab Wonogin 

Kab. Banjamegara 

Kab. Semarang 

Kabupaten 
Purbalingga 

Kabupaten Clacap 

Kab Pemalang 

Aksi 7 Pomorintahah Provinsi tahun 2023 

Bentuk Bantuan Sosal 

Kemandnan dan Asesibiltas 
Penyandang Dsabilitas (Sesua 

dengan emensos Nomor 7 
Tahun 

Kota Surakarta 

Provinsi: Jawa Tengah 

L1)Pembenan Alat Bantu E 
enyandang Disatbiltas (Kursi 
Roda) bagi 10 Pemohon 

|2. Fasilitasi Juru Bicara Bahasa lsyarat 

1) Pembenan Alat Bantu Bagi 
Penyandang Disabiltas (Kursi 
Rosa) bagi 14 Pemohon 

1) Pembenan Alat Rantu Bagi Penvandang Disabilda 
(Kursi 

Roda) bagi 1 Pemohon 

(1) Pembenan Alat Bantu Bagi 
Penyandang Disabilitas (Kurs 
Roda) bagi 2 Pemohon 

embenan Alat E t Bantu Bagi 

(1) Pembenan Alat Bantu Bag 

Peryandang Disabilitas (Kursi 
Roda) bagi 3 Pemohon 

embe Alat Bantu Bagi 

(Kursi 
Roda) bagi 2 Pemohon 

1).Pemberian Alat Bantu Baai 

Pernyandang Disabilitas (Kursi 
Roda) bagi 1 Pernohon 

J0)Pem nan Alat Bantu Bagi 
evandang Disabiltas (Kursi 

T2). Fasiltasi Juru Bicara Bahasa 
Isyarat 

3). Bartuan Subsidi Permakanan 

Satu Orang satu Hari (SsoSH) Bagi 
LKS/Panti Swasta 

3). Bartuan Subsid Permaka 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bag 
LKSPanti Swasta 

(3). Bantuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SsOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

Und Pelak sana 

(3), Bantuan Subsidi Pernakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

rogranegataniumber Anogaran 

(3) 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabiltas 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 

Sosial 

Bidang Rehab Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 

3. Bantuan Subsidi Permakanan Satu Orang satu Hari (S0SH) Bagi LKSPanti Swasta 

Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabiltasi 
Sosial 

Bidang habilitasi 

Bidang Rehabiltas 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabitasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

APBDI 

APBD I 

APBDI 

APBDI 

APBDI 

APBDI 

APBDI 

APBO I 

APBOI 

APBD I 

APBDI 

APBD I 

APBD I 

APBOI 

Besaran anggaran daerah 

67.500,00 

13 500 000 

18 900.000

1.350 00d 

2.700.000 

12 150.000 

4.050.000 

2.700.000o 

1.350.000 

10.800 000 

6.000.000 

6.000.000 

1.732.500.000 

107 250,000 

103.125.000 

12.375000 

156 750.000 

eantang Dsatbilt (Kursi
Rosa) bagi 9 Pemohon 

Roda) bagi 8 pemohon 

Rehab 
Sosial



Kab Sukoharno

Kab Boyolali 

hab Aaten 

at Wnogin 

ab Aaranganya 

ab Sragen 

ab hebumen 

IKab Puworeo 

Kab Magelang 

ota Mapelang 

at Wonosobo 

Kab Temanggung 

Kota Salatiga 

ota Semarang 

Kab. Dernak 

Kab Semarang 

Kab Kendal 

Kab Jepara 

Kab. Kudus 

3) Bantuan Subsidi Permakanan 
Saty Otang satu a (S0S) Bagi 
LASPanti Swasta 

(3) Rantuan Subsidi Pemahanan 

Satu (xang satu Han (S0S0 Bagi 
LASPant Swasta 

A) Rantuan Subsdi Permakanan 
Satu (xano satu tlat (S0SH) Bagi 

LASPanti Swasta 

(3) Bantuan Subsidi Pemakanan 
Satu Orang satu Harn (SOS) Bagi 

LASPanti Swasta 

Bantuan Subsidi Pemaka 
satu Oao satu Hat (S0SH) Bagi 

LKSPanti Swasta 

Satu Orang satu Han (S0SH) Bagi 
LKSPant1 Swasta 

Rantuan ubsidi Pemakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagl 
LKSPant1 Swasta 

3) Bantuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPant Swasta 

3) Bartuan Subsidl Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

Bantuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SoSH) Bagi 

LKSPanti Swasta 

Badang Rehabilitasi 
Sosial 

3 Rantuan Subsidi Pemakanan Bidang Rohabilitasi 

(3). Bantuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SoSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

3),. Bartuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

Bidang Rehabddas 

(3). Bartuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bag 
LKSParti Swasta 

Bosial 

Bidang lRehabitasi 

Sosial 

Bidang Rehabilitas 
Sosial 

Bidang Rehabltasi 

T3) Bantuan Subsidi Permakanan Bidang Rehabilitasi 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

3). Bantuan Subsidi Permakanan 
Satu Orang satu Hari (S0SH) Bagi 
LKSIPanti Swasta 

Sosial 

Sosial 

Bidang Rehabiltasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

3). Bantuan Subsidi Permakanan Bidang Rehabilitasi 
Satu Orarng satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Sosial 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang Rehabiltasi 
Sosial 

Bidang Rehabiltas 
Sosial 

3) Bantuan Subsiai PermakananBidang Rehabilitasi 
u Hari (SOSH) Bagi 

LKSPanti Swasta 

Sosial 

3) Bartuan Subsidi Perrnakanan Bidang Rehabilitasi 
Satu Orang satu Hari (SOSH) Bagi 
LKSPanti Swasta 

Sosial 

3),. Bantu Subsidi PermakananBidang Rehabiltasi 
u Orang satu Hari (SoSH) Bagi Sosial 

LKSPant Swasta 

Bidang Rehabiltasi 
Sosial 

APBDI 

APBDI 

APHDI 

APBDI 

APBDI 

APBOI 

APBD I 

APBDI 

APBDI 

APBD I 

APBD | 

APBDI 

APBD I 

APBDI 

APBD I 

APBD 

APBD I 

APBD I 

APBD I 

144 375 D00 

67 750 000 

33 000 AO 

39 600 00 

70.125. 00o 

28 875 000 

49 500 000 

80 850.000 

45.375.0Og 

20.625 000 

181.500.000 

49.500.000 

61.875.0co 

61875.000 

16.500.0co 

140 250 000 

28 875 000 

57750 000 

99.000.000 



Kab Grobogan 

Kab Rembang 

ab RAa 

sOsial 

Nab 

Ka Rora LKS 

Danu Hakim 

Keterangan kalom 

(3) Bantuan Subsidi PemakananBidang Rehabiltasi Satu Orang satu Han (S0SH Bagl 
LKSPati Swasta 

Rantuan Subsidi Femakanan 
Satu Orang satu Hat (S0SO Bagi 

LASPanti Swasta 

Bantuan berupa bangunan atau gedung bagi LKS Disabilitas 

(3) Bantuan Subsidi Pemaka 

Satu Orang satu Hari (S0S) Bagi 
LSPant1 Swasta 

3) Bantuan Subsidi PermakananBidang Rehabiltasi 
Satu Orang satu Han (S0SH) Bagi Sosial 
LASPant Swasta 

(1) Nama kabupatenkota yang dimaksud 

(4) Bantuan benupa bangunan 
atau gedung bagi LKS Disabilitas 

Aspek penilaian 

Sosial 

Bidang RehabilitanM 
Sosial 

Total 

Bidang Rehabilitasi 
Sosial 

Bidang 
Pemberdayaan 

Sosial 

APBDI 

APBDT 

(2 Bantuuan kemandinan dan aksesibilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah KabKota Pada praktiknya bartuan sosial ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Bantuan Kemandirian dapat berupa kurs roda, alat bantu dengar. penerjemah bahasa isyarat, sementara aksesibilitas dapat berupa penyesuaian akses transportasi dan gedung atau bangunan. 

APBOT 

1. Bentuk bartuan sosial kemandirian dan aksesibiltas bagi penyandang daetan 
2. Keberadaan bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas 
perencanaan dan anggaran kabupatenkota 

APBD I 

pelaksara adalah pemegang kuasa anggaran di daerah yang melaksanakan program bantuan 

umen 

APBDI 

(4) Sumbe Anggaran yarg digunakan oleh Pemerintah KabKota, misalnya dari Dana AJokasi Khusus 
DAK) atau Pendapatan Muni Daerath 

(5) Besaran anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD terkait bantuan sosial ini, data dapat 
dibuat secara lebih rinci sesuai dengan jumlah program bantuan yang telah disampaikan oleh KabKota 
sesua kolom (2) 

TAH PR 

16.500 000 

DINAS SOsi 

33,000,000 

24 750 000 

11.550.0001 

100.000,000 

100.000.O00 

1.906.000.000| 

Pt. Kepab Bts Sosial 
Proxinsl DTengah 

Tegoch Hadi Nobgroho, SH 
NIP. 19710650,19203 1 004 





FORMAT B08 AKSI 1 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

1

Kegiatan Pelatihan
Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan (PPEP)

(Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah)

Pelatihan PPEP dilaksanakan
pada bulan Maret s.d Agustus
melalui 5 tahapan:
1). Workshop Need
Assessment dan Pengelolaan
Sumber Daya Lokal; bulan
Maret.
2). Pelatihan Usaha Ekonomi
Produktif; bulan Mei.
3). Pelatihan Packaging,
Desain Kemasan dan Jaringan
Pemasaran; bulan Juni.
4). Studi Kelayakan Usaha -
Bussines Plan dan Fasilitasi
IUMK; bulan Juli.
5). Supervisi dan
Pendampingan Usaha dengan
Stakeholder Lokal; bulan
Agustus.

 ✔  ✔  ✔ Pemerintah:
Dinas yang membidangi urusan
Pemberdayaan Perempuan di 5
Kabupaten: Blora, Cilacap,
Klaten, Magelang, dan Blora.

Swasta:
PT. Sapto Tani Mocafindo

LSM:
Asosiasi Pendamping
Perempuan Usaha Kecil Mikro
(ASPPUK) Wilayah Jawa,
dengan anggotanya: Yayasan
Satu Karsa Karya (YSKK),
Perhimpunan untuk Studi dan
Pengembangan  Ekonomi dan
Sosial (PERSEPSI), Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya dan Lingkungan
Hidup (LPPSLH)

100 Perempuan 20 Perempuan x 5 Desa
= 100 Perempuan

2

Fasilitasi Peningkatan Akses
Pembiayaan melalui Literasi
Keuangan

(Kegiatan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah)

15 s.d. 16 Maret 2023

 ✔  ✔ Pemerintah : Melibatkan
Pemerintah Kabupaten Tegal
dan DPRD Jateng dalam
pelaksanaan kegiatan dan
narasumber.
Swasta : Melibatkan Bank
BUMN (BRI, BSI) sebagai
Narasumber

25 Perempuan 13 Perempuan dari total
25 Peserta (harus cek
lagi)

Provinsi : Jawa Tengah

No.

Kebijakan/Program/
Kegiatan Untuk

Meningkatkan Partisipasi
dan Akses Perempuan
Kepala Keluarga dalam

Berwirausaha

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana atau Kemitraan/Kerja
Sama dengan Institusi Lain dalam

Melaksanakan Kebijakan/ Program/
Kegiatan (diisi centang)

Ket. (diisi nama institusi yang
menjadi pelaksana atau mitra

dari
kebijakan/program/kegiatan)

Target Jumlah
Perempuan Kepala

Keluarga yang
Mendapat Kebijakan/

Program/
Kegiatan(data B04)

Jumlah Perempuan
Kepala Keluarga yang
Mendapat Kebijakan/
Program/ Kegiatan

Pemerintah Swasta LSM











FORMAT B08 AKSI 5 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Nama Kegiatan : RAKOR PENANGANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)
Waktu Kegiatan : 14 Februari 2023
Tempat Kegiatan : Balai Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
Provinsi : Jawa Tengah
Total jumlah kab/kota : 1 
Program Dinas : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

No.

Kabupaten/Kota (yang
telah mengikuti

sosialisasi Indonesia
Bebas Pekerja Anak)

Nama Peserta Unit/Satuan
KerjaPeserta Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota

1

Kabupaten Demak

Nikmah S Dispermades Demak 1. Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan
Perlindungan yang optimal terhadap anak-anak dengan cara misalnya
menggerakkan anak-anak terutama melibatkan pekerja anak untuk
berkegiatan di dalam Forum Anak Desa

2. Bersinergi dengan seluruh komponen desa untuk menjaga tumbuh
kembang anak-anak dengan cara menghidupkan Posyandu Desa,
Posyandu Remaja Desa dan menggerakkan PATBM (Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat)

3. Adanya pembatasan akses internet/ peran pola asuh orang tua

4. Edukasi/ sosialisasi tentang Kesehatan remaja sekolah dan organisasi
masyarakat antara lain karang taruna, PKK, muslimat, IRMA

5. Alokasi dana desa ke anak/ remaja untuk edukasi dampak buruk
pekerja anak, membentuk Posyandu remaja/ kelas remaja, memberikan
ketrampilan kepada anak anak remaja seperti kerajinan enceng gondok
dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa

2 Khusnul Mubarok MA Miftahul Ulum
3 Umi Kholifah PKK Pokja 2
4 Musyafak Tokoh Masyarakat
5 Nur Ikhsan PPKBD
6 Abdul Basir PPT Harapan Baru
7 Ika Ayu K Dinsos P2PA Demak
8 Ana Istiqamah Dinsos P2PA Demak
9 Jelita P. S. Disdikbud Demak

10 Ratih D Disdikbud Demak
11 Fesijanto D.K MA Miftahul Ulum
12 Ridwan Karang Taruna
13 Surjono BPKB Kec. Bonang
14 Sekar Safitri Tokoh Pemuda
15 Dzikrulloh Tokoh Masyarakat
16 Tri Larasati Tokoh Masyarakat
17 Islahkhudin Tokoh Masyarakat
18 Faizal Tokoh Masyarakat
19 Nur Kholis Tokoh Masyarakat
20 M. Mustakim Tokoh Masyarakat
21 Mujab Tokoh Masyarakat
22 Ahmad Sanawi Kec. Bonang
23 Imam S. Kec. Bonang



24 Teguh S. Polsek Bonang
25 M. Charis Polsek Bonang
26 Agung R. Babinkantib
27 Rifa S. Sek. Desa
28 Siti Lestariyanti Dinsos P2PA Demak

Nama Kegiatan : Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan (PPA-P) tahun 2023
Waktu Kegiatan : 22 s.d. 28 Mei 2023
Tempat Kegiatan : BLK LN Global Mercy
Provinsi : Jawa Tengah
Total jumlah kab/kota : 1 
Program : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No.

Kabupaten/Kota (yang
telah mengikuti

sosialisasi Indonesia
Bebas Pekerja Anak)

Nama Peserta Unit/Satuan
KerjaPeserta Rencana Tindak Lanjut di Tingkat Kab/Kota

Pembukaan Tanggal 23 Mei 203
1

Kabupaten Banjarnegara

Ahsan Suhadi Disnaker PMPTSP - Setelah kegiatan sheltering selesai, tugas tim adalah melakukan
pendampingan terhadap tindak lanjut anak-anak kembali kedunia
pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suport dari tim teknis dan tim
pelaksana dengan berbagi program dan anggaran yang ada di
masing-masing OPD untuk bisa membantu anak-anak kembali ke dunia
pendidikan.
- Dari hasil edukasi di shelter oleh pendamping dan tim anak-anak
sebagian besar akan melanjutkan ke jalur pendidikan kejar paket
mengingat teraput usia sehingga tidak memungkinkan untuk ke sekolah
formal. Dan hal ini disambut baik oleh Kepala SKB Banjarnegara yang
akan menerima anak-anak PPAP (PENARIKAN PEKERJA ANAK KE
DUNIA PENDIDIKAN) dengan membebaskan mereka dari biaya
pendidikan karena akan ditanggung oleh pemerintah.
- Hal yang sama juga disampaikan oleh Kemenag Kab. Banjarnegara
dimana akan membantu terhadap anak-anak yang akan masuk di
lembaga pendidikan dibawah Kemenag.

2 Widya Disnaker PMPTSP
3 Jose Antonio Satwasker Banyumas
4 Sri Yuniarti Dinsos P3A
5 Titi P Disnaker PMPTSP
6 Rita Khotijah Dindikpora
7 Raharjani Bidang Pengawasan
8 Khayat Kemenag
9 Ratih Wulandari Satwasker Banyumas

10 Dian Sukina L Satwasker Banyumas
11 Eddy Priyanto Bidang Pengawasan
12 Puja Budi Prayoga Bidang Pengawasan
13 Fauzi Kurnianto Pendamping PPA
14 Arif Wijaya Pendamping PPA
15 Esti Septina Pendamping PPA
16 Warsino Satwasker
17 Sularso Satwasker
18 R Awaludin Satwasker
19 Teguh Satwasker



20 Hadi M Satwasker
21 Widiarno Satwasker Banyumas
22 Andri R Satwasker Banyumas
23 Agus Priyanto Satwasker Banyumas
24 Torubus S P2TP2A Banjarnegara
25 Suharojan Disnaker PMPTSP
26 Yudis Arani Y Disnaker PMPTSP
27 Muntado Disnaker PMPTSP
28 Hestika Nur H Disnaker PMPTSP
29 Jalaludin Disnaker PMPTSP
30 Shyela Hanid Disnaker PMPTSP

Penutupan Tanggal 27 Mei 2023
1

Kabupaten Banjarnegara

Asep Pak Yanto Satwasker Banyumas
2 Jos Pram nugroho Disnaker PMTSP
3 Titi Pijauti Disnaker PMTSP
4 Suhartati Disnaker PMTSP
5 Rita Khotijah Dindikpora
6 Widhya Disnaker PMTSP
7 Sri Yuniarti Dinsos P3A
8 Arif Wijaya Pendamping PPAP
9 Fauzi Kurnianto Pendamping PPAP

10 Esti Septina Pendamping PPAP
11 Widoyo Satwasker Banyumas
12 Andri Rismanto Satwasker Banyumas
13 Hadi Mulyono Satwasker Banyumas
14 Jose Antonio Satwasker Banyumas
15 Waksino Satwasker Banyumas
16 Teguh S Satwasker Banyumas
17 Dian Sulena Lestari Satwasker Banyumas
18 Sugeng Sutikno Satwasker Banyumas
19 Ratih Wulandari Satwasker Banyumas
20 Rachmat Awaludin Satwasker Banyumas

Evaluasi Tanggal 16 Juni 2023
1 Esti Septina Pendamping PPAP
2 Fauzi Kurnianto Pendamping PPAP



3

Kabupaten Banjarnega

Risya Lahia A Pamong Belajar
4 Nining Pamong Belajar
5 Sri Yuniarti Dinsos PPPA
6 Eko Susilo SKB
7 Munarwati Disnakertrans
8 Nur Prabowo Disnakertrans
9 Eddy Priyanto Disnakertrans

10 Widhy perangkat PNIPTSP
11 Sihaprasi Dinsnaker PMPPTSP
12 Titi P Disnaker PMPPTSP
13 Arif Wijaya Pendamping PPAP
14 Abdul Suhardi Disnaker PMPPTSP
15 Dian Sukma Lestari Satuasker Wil Banyumas
16 Riti Khotijah Dindikprov
17 Widyaku Satuasker Wil Banyumas
18 Ratih Wulandari Satuasker Wil Banyumas
19 Teguh Satuasker Wil Banyumas
20 Rachmat Amirudin Satuasker Wil Banyumas
21 Waksima Satuasker Wil Banyumas
22 Khayat Kemenag

No. Kabupaten/Kota Alasan Tidak
Mengikuti Rencana/ Target Waktu Pemberian Sosialisasi Indonesia Bebas Pekerja Anak

1 Kabupaten Banyumas.
2 Kabupaten Batang.
3 Kabupaten Blora.
4 Kabupaten Boyolali.
5 Kabupaten Brebes.
6 Kabupaten Cilacap.
7 Kabupaten Grobogan.
8 Kabupaten Jepara.
9 Kabupaten Kendal.

10 Kabupaten Karanganyar.
11 Kabupaten Kebumen.
12 Kabupaten Kudus.





FORMAT B08 AKSI 6 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023
Nama Provinsi: Jawa Tengah
Jumlah Total BUMD : 43 BUMD
Format Instansi BUMD

No. Nama Instansi
(1)

Jumlah Pekerja Penyandang 
Disabilitas

 (2)
Catatan Kendala
dan Tantangan

(3)
Jumlah Persentase

BUMD Jasa dan Produksi - Kebutuhan pegawai BUMD masih di bidang 
marketing yang membutuhkan mobilitas 
tinggi/berada di lapangan.

- Belum ada ketentuan dan SOP spesifik terkait 
pegawai disabilitas dan rekrutmennya.

- BUMD tidak membuka rekrutmen pegawai 
setiap tahun, karena disesuaikan dan flexibel 
berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja 
yang dilakukan Direksi.

- BUMD belum membuka formasi jabatan yang 
sesuai dengan penyandang disabilitas.

1 PT JTAB 3 1%
2 PT JPEN (Perseroda) 0%
3 PT PRPP (Perseroda) 0%
4 PT SPJT 0%
5 PT TUJT (Perseroda) 0%
6 PT KIW 2 2%

BUMD Perbankan
7 PT BPD Jateng 1 0.02%
8 PT Jamkrida Jateng 1 2%
9 PT Askrida Jateng 0%

10 PT BPR BKK Jateng (Perseroda) 2 0.10%
PT BPR BKK (Perseroda) Se Jateng) 0%

11 BANJARHARJO 0%
12 BATANG 0%
13 BLORA 0%
14 BOYOLALI 0%
15 CILACAP 1 1%
16 DEMAK 1 1%
17 GROGOL 0%
18 JEPARA 0%



19 Kab. PEKALONGAN 0%

- Kebutuhan pegawai BUMD masih di bidang 
marketing yang membutuhkan mobilitas 
tinggi/berada di lapangan.

- Belum ada ketentuan dan SOP spesifik terkait 
pegawai disabilitas dan rekrutmennya.

- BUMD tidak membuka rekrutmen pegawai 
setiap tahun, karena disesuaikan dan flexibel 
berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja 
yang dilakukan Direksi.

- BUMD belum membuka formasi jabatan yang 
sesuai dengan penyandang disabilitas.

20 Kab. TEGAL 0%
21 KARANGMALANG 1 1%
22 KEBUMEN 0%
23 KENDAL 0%
24 KOTA MAGELANG 0%
25 KOTA PEKALONGAN 0%
26 KOTA SEMARANG 3 3%
27 KOTA TEGAL 0%
28 KUDUS 0%
29 LASEM 1 1%
30 MANDIRAJA 0%
31 MUNTILAN 0%
32 PATI 0%
33 PURBALINGGA 0%
34 PURWODADI 0%
35 PURWOKERTO 0%
36 PURWOREJO 0%
37 TAMAN 0%
38 TASIKMADU 1 1%
39 TEMANGGUNG 0%
40 TULUNG 0%
41 UNGARAN 0%
42 WONOGIRI 0%
43 WONOSOBO 0%

Rata- Rata Persentase (4) 0.31%



Nama Provinsi: Jawa Tengah
Jumlah Total SKPD/OPD : 49 SKPD/OPD
Format Instansi Provinsi Jawa Tengah

No. Nama Instansi
(1)

Jumlah Pekerja Penyandang 
Disabilitas

 (2)
Catatan Kendala
dan Tantangan

(3)
Jumlah Persentase

1 Badan Kepegawaian Daerah 1 a.   Belum tercapainya kuota minimal 2% dari 
jumlah pegawai sebagaimana ketentuan 
dikarenakan regulasi terkait penerimaan ASN 
Penyandang Disabilitas/formasi khusus 
Penyandang Disabilitas baru diterapkan pada 
Pengadaan CASN Formasi Tahun 2018;

b.  Pada Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan 
alokasi formasi PPPK di mana karakteristik 
jabatan tersebut bersifat teknis, wajib memiliki 
kompetensi/sertifikasi khusus pada setiap 
jabatan dan wajib memiliki pengalaman kerja 
minimal 2 tahun pada bidang kerja sesuai 
jabatan yang dilamar. Syarat ketat tersebut 
semakin mempersempit ruang bagi penyandang 
disabilitas untuk dapat melamar;

c.  Belum semua OPD memiliki 
infrastruktur/sarana prasarana penunjang untuk 
mengakomodir ASN penyandang disabilitas;

d. Instansi telah menetapkan formasi khusus 
penyandang disabilitas namun pada saat 
pelaksanaan seleksi tidak ada peserta 
penyandang disabilitas yang dinyatakan 
memenuhi Passing Grade/Nilai Ambang Batas 
(syarat wajib penentuan kelulusan pada seleksi 
CASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang ASN) pada sebuah formasi.

2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
4 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 0
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi
 Jawa Tengah

0

7 Badan Penghubung 0
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan
 Daerah

1

9 Biro Administrasi Barang Jasa 1
10 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda 0
11 Biro Hukum Setda 0
12 Biro Infrastruktur dan SDA Setda 0
13 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 0
14 Biro Organisasi Setda 0
15 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan 

Kerjasama Setda
0

16 Biro Perekonomian Setda 0
17 Biro Umum Setda 0
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0



19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0

a.   Belum tercapainya kuota minimal 2% dari 
jumlah pegawai sebagaimana ketentuan 
dikarenakan regulasi terkait penerimaan ASN 
Penyandang Disabilitas/formasi khusus 
Penyandang Disabilitas baru diterapkan pada 
Pengadaan CASN Formasi Tahun 2018;

b.  Pada Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan 
alokasi formasi PPPK di mana karakteristik 
jabatan tersebut bersifat teknis, wajib memiliki 
kompetensi/sertifikasi khusus pada setiap 
jabatan dan wajib memiliki pengalaman kerja 
minimal 2 tahun pada bidang kerja sesuai 
jabatan yang dilamar. Syarat ketat tersebut 
semakin mempersempit ruang bagi penyandang 
disabilitas untuk dapat melamar;

c.  Belum semua OPD memiliki 
infrastruktur/sarana prasarana penunjang untuk 
mengakomodir ASN penyandang disabilitas;

d. Instansi telah menetapkan formasi khusus 
penyandang disabilitas namun pada saat 
pelaksanaan seleksi tidak ada peserta 
penyandang disabilitas yang dinyatakan 
memenuhi Passing Grade/Nilai Ambang Batas 
(syarat wajib penentuan kelulusan pada seleksi 
CASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang ASN) pada sebuah formasi.

20 Dinas Kelautan dan Perikanan 0
21 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 7
22 Dinas Kesehatan 0
23 Dinas Ketahanan Pangan 0
24 Dinas Komunikasi dan Informatika 2
25 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0
26 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0
27 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta 

Karya
0

28 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 
Penataan Ruang

0

29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil

2

30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana

1

31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

1

32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56
33 Dinas Perhubungan 0
34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0
35 Dinas Pertanian dan Perkebunan 0
36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman
0

37 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0
38 Dinas Sosial 6
39 DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi 0
40 Inspektorat 0
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